
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR oS> TAHUN 2008

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI DAIRI,

i
lenimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peratura

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanga
Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuanga
Daerah;
bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perl:
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pokok
pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah;

a.
{

b.

. ;

jengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukar
Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 1964 Nomor 96 Tambaha.n Lembaran Negart
Nomor 2689);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko."
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
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Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

9. Undang-Undar.g Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara nomor 4548) sebagaimana telah aiubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

11- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribu;
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukai
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilai
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200<

Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimar,;
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintal
Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturar
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokole
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya
Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2006 Nome
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaar
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standai
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamar
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD .
Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005
Nomor 01) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 103);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenarigan
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Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daer;
Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembar;
Daerah Nomor 125);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentar
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPF
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 0
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentar
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembarc
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahe
Lembaran Daerah Nomor 127).

33. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentar
Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah (Lembaran Daera
Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembara
Daerah Nomor 128);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembara
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambaha
Lembaran Daerah Nomor 129);

j

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan

BUPATI DAIRI
MEMUTUSKA.N:

Menatapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAI
KEUANGAN DAERAH.I

BABI
KETFNTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerinfe

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi d;
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prins
Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undar
Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945.
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas
daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

4. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segaia bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana
keuangan tanunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Bupati adalah Bupati Dairi.
9. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

: 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

111. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

12.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepaia
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepaia
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan fcertindak
sebagai bendahara umum daerah.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

114. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

115.Pengguna Barang Daerah yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat
—; pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

|l6.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuas3 BUD adalah pejabat
[ yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

8.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

{
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19.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau sebutan lain yang selanjutnya disebu

adalah pejabat pada unit keija SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa k«
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk mer
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

21.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk mer
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkar
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

22.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati
Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah per
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
perangkat daerah pada pemerintah daerah sel3ku pengguna anggaran/pen
barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.

25.Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih <
akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan perundar.g-undangan
menyampaikan laporan pertanggunajawaban berupa laporan keuangan.

26.Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barar
oieh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun iaporan keu,
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

27. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa progr
28.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut P

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
29.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana

Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk peric
(satu) tahun.

30.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim
dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oieh sekretaris daerah
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam ra
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKC
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

31.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KIJA adalah dokumen yang mei
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.

32.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS merup
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada £
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

33.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD a<
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan !
serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

34.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan pengangc
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan ters
dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, de

;
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mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun
berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

35. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
tahun berikutnya.

36.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur.

37. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan
tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna
melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian
efisiensi alokasi dana.

38.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

39.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi,melayani, memberdayakan, dan merisejahterakan masyarakat.

40. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
iebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

41.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau Iebih unit kerja
pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpuian tindakan pengerahan sumber daya baik yang berup? personal
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknoiogi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

42.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan.

43.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

44.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program.

45.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.

46. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

47. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
48. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
49. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih.
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50.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai peng
nilai kekayaan bersih.

51.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan b<
daerah.

52.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan b<
daerah.

53.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

54.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih
realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

55. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah mem
sejumiah uang atau menerima manfaat yang berniiai uang dari pihak lain sehi
daerah aibebani kewajiban untuk membayar kembali.

56.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah da
dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai a
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan
akibat lainnya yang sah.

57.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan.
kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Pera
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

58. Dana Cadangan ad3lah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun angga

59. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoieh manfaat ekonomis se
bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga c
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarak

60.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-i:
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD •
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

61.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut D
SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan anggaran pendapatan
belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengc
anggaran,

62. Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk )
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan ui
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD se
periode.

63.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen y
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerb
SPP.

64. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen y,

diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pernbayaran.

65. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS.
66.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP.

!



67. Surat Permintaan Pembayaran Ganti (Jang persediaan yang selanjutnya disebut SPP-
GU.

68. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
SPP-TU.

69.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

70.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

71.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan.

72.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

73. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-
TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

74. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adaiah dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

75.Uang Persediaan adaiah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja
dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

76.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut barang adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

77.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun

I

:
lalai.

78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLLID adalah SKPD/unit kerja
pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

79. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
Daerah.
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Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melal'

pinjaman;
b. kewajiban daerah untuk menvelenggarakan urusan pemerintahan daerah

membayar tagihan pihak ketig3;
c. penerimaan daerah;
d. pengeluaran daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola senairi atau oleh pihak lain berupa uang,

berharga, piutang, barang, serta hak-hak Iain yang dapat dinilai dengan i

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam n

penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

f

•' Pasal 3
Pengelolaa.n keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
c. struktur APBD;
d. penyusunan APBD;
e. penetapan APBD;
f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
g. Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
h. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakii Bupati.
i. penatausahaan keuangan daerah;
j. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
k. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
l. pengelolaan kas umum daerah;
m. pengelolaan piutang daerah;
n. pengelolaan investasi daerah;
o. pengelolaan barang milik daerah;
p. pengelolaan dana cadangan;
q. pengelolaan utang daerah;
r. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
s. penyelesaian kerugian daerah;
t. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

:



Bagian Ketiga
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4
(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Pengelolaan Keuangan Daeah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang
diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BABII

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerahi

i Pasal 5

1(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai kewenangan :

;

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang

daerah;
g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;

dan
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran.
(3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan

sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
b. kepala SKPD selaku PPKD; dan
c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
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Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6
!) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaima

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dak
membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggara
urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

!) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang :
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
d. penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawa

pelaksanaan APBD;
e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pengawas keuangan daer

.

dan
f. penyusunan iaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawa

pelaksanaan APBD.
t ) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekret
j daerah mempunyai tugas:
j a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
! b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
j c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d. memberikan persetujuan pengesanan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lair

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah tertanggung jawab atas pelaksanaan ti

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7
1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;
d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
e. menyusun Iaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawa

pelaksanaan APBD; dan
f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati
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ayat (1) huruf d, berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dar

pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;
f. menetapkan SPD;
g. menyi3pkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama

pemerintah daerah;
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelclaan serta penghapusan barang

miiik daerah.
(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola

keuangan daerah selaku kuasa BUD.
(4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati meialui

sekretaris daerah.
Pasal 8

(1) Penuniukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mempunyai tugas:
a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D;
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau

lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
g. menyimpan uang daerah;
h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan

investasi;
i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas

beban rekening kas umum daerah;
j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
L. melakukan penagihan piutang daerah.

(3) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

I
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M Pasal 9

*PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD
W melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
» a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
I b. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
I c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
I d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama peme
I daerah;
I e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
I f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
I g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
! daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

Pasal 10
Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas
a. menyusun RKA-SKPD;

| b. menyusun DPA-SKPD;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggarai

belania;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. menandatangani SPM ;
g. melaksanakan pemungutan penerirnaan bukan pajak;
h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggarar

yang telah ditetapkan;
i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yanc

dipimpinnya;
j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SI

yang dipimpinnya;
k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lair.m,

berdasarkan kuasa yang dilimpankan oleh Bupati; dan
n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekre

daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

:



Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 11
(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,. dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada kepala unit ketja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkanpertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola,beban keija, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif
lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh Bupati atas usul kepala SKPD.
(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 5yat (1),meiiputi:

a. melakuka.n tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;

b. meiaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran

yang telah ditetapkan;
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit keija yang dipimpinnya; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasayang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

(5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran/pengguna barang.

}

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12
1 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasapengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat

pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
(2) Pelimpahan. sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkanpertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban keija, lokasi, dan/atau

rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
pengguna anggaran/pengguna barang.

i

:
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1(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran balk secara langsung maupun

f tldak langsung dilarang melakukan keglatan perdagangan, pekerjaan pemborongan
f dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekeijaan/f penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
[ lainnya atas nama pribadi,
(4) Bupati atas usul PPKD selaku BUD menetapkan bendahara pengeluaran yang

mengelola belanja bunga, subsidi, hibah; bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (3) adalah Pejabat Fungsional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnva kepada PPKD selaku BUD.

BABIII
STRUKTUR APBD

Bagian Pertama
Asas Umum APBD

Pasa!15
(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah.
(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD

dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabiiisasi.

(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

t

Pasal 16
(1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti

bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja
pada tahun yang bersangkutan.

(2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti
bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung arti
bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
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(4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan t
kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegia'

b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan baik administrasi, fi:

keuangan.
(6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), huruf a me

dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi lainnya yang ter

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 13
(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala

menetapkan pejabat yang melaksanakan funqsi tata usaha keuangan pada
sebagai PPK-SKPD.

(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaik;

bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oieh PPTK;
b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tun

PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ket
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

c. melakukan verifikasi SPP;
d. menyiapkan SPM;
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. melaksanakan akuntansi SKPD;dan
g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas mela
pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

t

:

Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 14
(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bend;

pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksa
anggaran pada SKPD.

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
(1) adalah pejabat fungsional.



B(4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandungI bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kermengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkaZ efisiensi dan efektivitas perekonomian.
K (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menganduncbahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatu

(6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandungbahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memeliharamengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Pasal 17

(1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembia'daerah.
(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan \

terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sepenerimaan yang periu dibayar kembali baik pada tahun anggaran \bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18
(1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daer;(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan bepengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif d«di.nikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dapemberian peiayanan umum.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluayang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pasal 19

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalPasal 18 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimjdalam jumlah yang cukup.

Pasal 20
(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD hiberdasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.(2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarsecara bruto dalam APBD.

Pasal 21
APBD merupakan dasar pengelclaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) talanggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 22
(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah.

(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan
pemerintahan tersebut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

(3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi

semua penerimaan uang melaiui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas
dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputisemua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana,yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi semua
transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 24
(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dirinci

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian
obyek pendapatan.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dirinci
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek belanja.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dirinci
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian
obyek pembiayaan.

i
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Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 25
Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) hi
dikelompokan atas:
a. pendapatan asli daerah;
b. dana perimbangan; dan
c. Iain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 26
(1) Kelompok pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud d3lam Pasal 25 hu

dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Iain-lain pendapatan asli daerah yang sah. '

(2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu
dan b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang ter
pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dima,
pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelom[

usaha masvarakat.
(4) Jenis Iain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada aya

huruf d disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak term
dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pegelolaan keuangan da
yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai

angsuran/cicilan;
b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahka
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penju;

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
g. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asin<
h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
i. pendapatan denda pajak;
j. pendapatan denda retribusi;
k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

!
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l. pendapatan dari pengembalian;
m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
n. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
p. sumbangan pihak ketiga.

Pasal 27
(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf

b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
a. dana bagi hasil;
b. dana alokasi umum; dan
c. dana alokasi khusus.

(2) Jenis dana bagi hasil sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci menurut
objek pendapatan yang mencakup:
a. bagi hasil pajak; dan'

b. bagi hasil bukan pajak.
(3) Jenis dana alokasi umum dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya terdiri atas objek

pendapatan dana alokasi umum.
(4) Jenis dana alokasi khusus dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci ke dalam objek

pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pasal 28

Kelompok Iain-lain pendapatan daerah yang sah dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dibagi
menurut jenis pendapatan yang mencakup :
a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya, badan/

lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat / perorangan, dan
lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat
bencana alam;

c. bantuan dana berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya,
badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan,
dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

d. dana penyesuaian yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
e. bantuan keuangan dari provinsi.

5

i

Pasal 29
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah penerimaan daerah yang
berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga
internasional, pemerintah, badan/ lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam
bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan
yang tidak perlu di bayar kembali.
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$ Pasal 30
(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pas

1 merupakan bagian dari keuangan daerah dengan kode tersendiri.
1(2) Urusan pemerintahan, organisasi dan/atau program, kegiatan, kelompok, jenis,
1 serta rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 avat (1) mempunya

tersendiri.
(3) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ay

dihimpun menjadi satu kesatuan yang disebut kode rekening.
(4) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta kesela

penyusunan statistik keuangan negara, penetapan, perubahan dan penambahan
rekening rincian objek belanja diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 31
(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan i

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan
urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang te
yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada aya
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kuaiitas kehidupan masy;
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam t
peningkatan pelayanan dasar, pendidikari, kesehatan, fasilitas sosial dan fa
umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Peningkatan kuaiitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada aye
diwujudkan melalui prestasi kerja aaiam pencapaian standar pelayanan mi
berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 32
(1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajit

belanja urusan pilihan sesuai dengan Peraturan Daerah.
(2) Belanja menurut urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang teri

yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah s<
ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan keg
yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 33
Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan
keterpaduan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:
a. pelayanan umum;
b. ketertiban dan ketentraman;
c. ekonomi;

:
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_«<1 lingkungan hidup;
Se. perumahan dan fasilitas umum;Sf. kesehatan;
mg. pariwisata dan budaya;
jh. pendidikan; serta
j :i. perlindungan sosial.

Pasal 34
Belanja daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.

Pasal 35
(1) Belanja daerah menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
; (2) Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan pemerintah

daerah, daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
j berkala akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

Pasal 36
(1) Belanja daerah menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(2) terdiri dari:
a. belanja tidak iangsung; dan
b. belanja Iangsung.

(2) Kelompok beianja tidak Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara Iangsung denganI pelaksanaan program dan kegiatan.

, (3)Kelompok belanja Iangsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
belanja yang dianggarkan terkait secara Iangsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan serta hasilnya.

Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung

Pasal 37
Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a
oibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
a. belanja pegawai;
b. bunga;
c subsidi;
d. hibah;
e. bantuan sosial;
f. belanja bagi hasil;
g. bantuan keuangan; dan
h. belanja tidak terduga.
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Pasal 38
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a adalah t

kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya
diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perur
undangan.

(2) (Jang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta ga
tunjangan Bupati dan wakil Bupati serta penghasiian dan penerimaan lainnya
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan diangc
dalam belanja pegawai.

Pasal 39
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada

berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemarr
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan kete
Peraturap perundang-undangan.

2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembal
KUA.

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rz
peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beb3n kerja, tempat bem
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan ob
lainnya.

(4) Tambahan penghasiian berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud
ayat (3) diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan ti
tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud fayat (3) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan cuy3snya berada di da
memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud p
ayat (3) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada p
lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud |
ayat (3) diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keteramikhusus dan langka.

(8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud fayat (3) diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/;
inovasi.

(9) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagairr
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(10) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

-



Pasal 40
Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan untuk
menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang
(principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang.

Pasal 41
(1)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan untuk

menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar
harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

(2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa dibidang pelayanan dasar
masyarakat.

(3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus terlebih danulu dilakukan audit kinerja dan audit keuangan.

(4) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleli lembaga audit
independen yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(5) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BPK sesuai
dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

(7) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diang^arkan sesuai dengan
keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi daiam Peraturan Daerah tentang
APBD yang Peraturan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

-

Pasal 42
(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk

menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
pemerintah atau pemerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya.

(2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah, rasionalitas dan dapat ditetapkan dengan keputusan bupati.

(3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat
diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya sepanjang ditetapkan
dalam Peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
(1)Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan

fungsi pemerintahan di daerah.
(2) Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan

kepada masyarakat.
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(3) Hibah kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya bertujuan u
menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan d
umum.

(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan u
meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau se
fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilapoi
pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap c
tahun anggaran.

Pasal 44
(1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang t

mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan se
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

(2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diart
bahwa pemberian hibaii tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kernamp
keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menun;
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekura
kurangnya memuat identitas Denerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah u
yang dihibahkan.

Pasa! 45
(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan ur

menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan da
bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan pa
politik.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, ti*
terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaam
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dent
keputusan bupati.

(3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartil
bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap taf
anggaran.

(4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan Peratur
perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosiai.

I '

Pasal 46
Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f adalah unt
menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada daer.
atau pendapatan daerah kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundan
undangan.



Pasal 47
(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g adalah untuk

menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi
kepada daerah, pemerlntah desa, dan dari pemerintah daerah kepada pemerintah
kabupaten/kota lainnya dan pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/
pemerintah desa penerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah
pemberi bantuan.

(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan
dan belanja desa penerima bantuan.

Pasal 48
(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h adalah belanja

untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan benrana alam dan bencana sosial yang tidak djperkirakan
sebelumnya dan bersifat tanggap darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan

- penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
|2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah

ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung aengan bukti-bukti yang
sah.

Paragraf 2
Belanja Langsung

Pasal 49
jlompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
bt (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
. belanja pegawai;

belanja barang dan jasa; dan
belanja modal.

Pasal 50
ilanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a untuk pengeluaran
morarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
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Pasal 51
(1)Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b adalah ur

menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
(dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah

[2)Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja bar
pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendar
bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sar
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan
minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus hari-
tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegav
pemeliharaan, jasa konsultasi, Iain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lain
yang sejenis.

Pasal 52
9(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c adalah un
a pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud y;
9 mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dal
9 kegiatan pemerintahan.
92) Nilai aset tetap betwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarl
U dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yi
||terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
9(3)Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai da
9 pembebanan belanja modal.

I

-

Bagian Kelima
Surp!us/(Defisit) APBDI

Pasal 53
felisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja dae
nengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran.

Pasal 54
I) Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih be

dari anggaran belanja daerah.
1) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utc

investasi pemerintah daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pu:
pemerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya dan/atau pendanaan belanja peningkc
jaminan sosial.



Pasal 55
(1) Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecildari anggaran belanja daerah.
(2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisittersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggarantahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaanpiutang.

Baglan Keenam
Pembiayaan Daerah

Pasal 56
Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (i) huruf c terdiri daripenerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 57
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mencakup:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; .
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman; dan
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 56 mencakup:
a. pembentukan dana cadangan;
b. investasi pemerintah daerah;
c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pinjaman.

i:

Pasal 58
(1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan

pengeluaran pembiayaan.
| (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

Pasal 59
SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana
perimbangan, pelampauan penerimaan Iain-lain pendapatan daerah yang sah,
pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak
ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
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Paragraf 2
Pencairan Dana Cadangan

Pasal 60
}) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) hu
; adalah untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadi

ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaian berkenaan.
1(2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah
» telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cada
JH berkenaan.
wj)) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadanga
S rekening kas umum daerah sebagaimana dimaKsud pada ayat (1) dianggarkan d
WB belanja langsung SKPD berkenaan, kecuali ditentukan lain dalam Para!
JB perundang-undangan.

Paragraf 3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pasal 61
[Hasri penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ddiam Pas;
[ayat (1) huruf c antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan
[feerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan def

jfflihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
fm Paragraf 4
9 Penerimaan Pinjaman
M Pasal 62
fftenerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d ad;
JBntuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan i

S^erbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
M Paragraf 5
« Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman atau Penerimaan Piutang

' j' Pasal 63
) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Wm ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kerr
gf pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah prov
JB kabupaten/kota lainnya.
9) Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huru
« digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari peluna
S piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapc
M daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lemb
,9 keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

i
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H Paragraf 6

I?* Pembentukan Dana Cadangan

|| Pasal 64
B)Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang
B penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun
Banggaran.
B)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a
B ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan,
3besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program dan kegiatan yang dibiayai
9 dari dana cadangan tersebut.
B)Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana
K dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan
E Daerah tentang APBD.
ip)Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan
p penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
;«5) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber
;i dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman
|daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu

~l berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Investas? Pemerintah Daerah

Pasal 65
jvestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b
igunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam
ngka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 66
; I) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/

dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiiiki
selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

I) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito
berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat
diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

\Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiiiki lebih
dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
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investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain su
berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu bac
usaha,misalnya pembellan surat berharga untuk menambah kepemillkan modal sah;

pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tuji
menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tic
dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dim
secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kemt

iseperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausaha
Ipemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUND dan/atau ba>

lusaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah ur
Imenghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dim
secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik keml

iseperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan ur
Idimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah dae
[dalam rangka pelayanan/pemberd3yaan masyarakat seperti bantuan modal ke
[pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasil
[pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
[Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabiia jumlah y.
| 2kan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan teiah ditetapkan dalam Peratu
Daerah tentang penyertaan modal berkenaan.

r ?
3<

!

i

1

Paragraf 8
Pembayaran Pokok Utang

Pasal 67
ibayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) hun.
jnakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihit
iasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjar

:
J

Paragraf 9
Pemberian Pinjaman

Pasal 68
iberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d digune
jk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/i
lerintah provinsi, kabupaten/kota lainnya.



BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama
Azas Umum

Pasal 69
lyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari
latas beban APBD.

J; Pasal 70
MlSeluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang,jwbarang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalamJjaAPBD.
jWPenganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum
JBpenganggaran.

Pasal 71
jaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah
igaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 72
) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui
jma oleh DPRD dan Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

.
:

Bagian Kedua
- Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 73
Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan9penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk

j^jjangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
I RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur
dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oieh pemerintah, pemerintah
daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi
capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan.

:

-
:

Pasal 74

(RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
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JPenyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun ang
berkenaan.

(Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
Peraturan perundang-undangan.

| Bagian Ketiga
I Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
£ Paragraf 1
} Kebijakan Umum APBD
: Pasal 75
upati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berclasarkan RKPD dan pedc
piyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Pasal 76 c

1)Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud d
Pasal 75, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

l)Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud
ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati, p
lambat pada awal bulan Juni.

M Pasal 77
»}Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Af
IB kebijakan pendapatan daerah, kebijakan beianja daerah, kebijakan pembiay
1daerah, dan strategi pencapaiannya.
9)Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-ianc
M kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 7P
bncangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 disusun dengan tahapan seb.
ikut:

9 menentul<an skala prioritas pembangunan daerah;
9 menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
9 menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Paragraf 2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 79
})Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat

disampaikan bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni ta
anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD ta
anggaran berikutnya.



- ^BPembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersamaMipanitia anggaran DPRD.
fSSRancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada
.JMayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling iambat akhir bulan Julitahun anggaran berjalan.

’ Pasal 80
MlKUA dan PPAS yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yangditandatangani bersama Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
BjDalam hal Bupati berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yangBdiberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
36)Dalam hal Bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan9 PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
9 Bagian KeempatJ Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
js Pasal SI
jMBerdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1),M Bupati menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD3 dalam menyusun RKA-SKPD, yang memuat:3 a.prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;fi b.alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;9 c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan.3 d.aokumen sebagai lampiran meiiputi KUA, PPAS, analisis standar beianja dan9 standar satuan harga.

j®RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka|S menengah daerah, panjang, terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.B)Pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan9 paling Iambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
J Pasal 82

_») RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), memuat rencanam pendapatan, rencana beianja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk9 tahun yang direncanakan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincianm objek pendapatan, beianja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahunWk berikutnya.
ERKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang

•Surusan pemerintahan daerah, organisasi, indikator kinerja, standar biaya, prestasi9 kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
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Bagian Kelima
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasa! 83
)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 disampaikan kepada PPKD u
dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada P

9sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancar
9Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(9|Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampa
J9kepada Bupati me.'alui Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD.

•IMlRoncangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
jHsebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

^
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud p

9ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerir
daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran y;

9direncanakan.
|H}Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oilaksanakan c
9Sekretaris Daerah seiaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

Pasai 84
9) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selanjutnya disampaikan kepada DP
9untuk dibahas lebih lanjut.

Rancangan Peratutan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
9dilengkapi dengan lampiran yann terdiri dari:
a a. ringkasan APBD;

J9 b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
9 c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapat
Jgj belanja dan pembiayaan;
9 d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, progr
9 dan kegiatan;
9 e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan uru:

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
9 f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
9 g. daftar piutang daerah;
9 h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9 L daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
9 j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset Iain-lain;
9 k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan c
9 dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
|9l daftar dana cadangan daerah; dan
9m. daftar pinjaman daerah.

i
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BAB V
PENETAPAN APBD

Bagian Pertama
Penyampaian,Pembahasan dan Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 85
] Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta

lampirannya kep3da DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun
anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan
persetujuan bersama.

I Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh DPRD disesuaikan
dengan tata tertib DPRD.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan
APBD dengan KUA dan PPAS.
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat
meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD yang ditandatangani oleh Bupati dan
Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan.
Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati
dan/atau selaku Pimpinan Sementara DPRD yang menandatangani persetujuan
bersama.
Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati
menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

i) Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), beserta dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja
untuk dlevaluasi.

i) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserta! dengan nota keuarigan.

10) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati
menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 86
I) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5),

Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- 1
i

i
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Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pt

ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

a. ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah c
pembiayaan daerah;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, progrc
kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja c
pembiayaan.

Pasal 87

») Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasai 85 ayat i

m tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peratur
M Daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeiuaran setinggi-tingginya sebe:

angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperiuan setiap bu!
» yang disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
] ) Pengeiuaran setinggi-tingginya untuk keperiuan setiap bulan sebagaimana dimaks
9 pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja ya
9 bersifat wajib.

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belar
M yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerint
9 daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperiuan setiap bulan dalam tah
9 anggaran yang bersangkutan, seperti beianja pegawai, belanja barang dan jasa.
9i) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsunqi
9 pemeriuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

Pasal 88
(1) Rencana pengeiuaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) disusun dala

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
(2)Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (

dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
P) Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pad.

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
[<) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (

dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
a. ringkasan APBD;
b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatc

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, progra

dan kegiatan;
e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urus.

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
g. daftar piutang daerah;

I



h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9 i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
IM j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset Iain-lain;
9 k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
9 dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

I. daftar dana cadangan daerah; dan
9 m. daftar pinjaman daerah.

£ Pasal 89
SBpenyampaian Rancangan Peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan
9sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari
9kerja terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati

J3 terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
fWApabiia dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak mengesahkan
9Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

9Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

HI Bagian Kedua

9 Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
9 Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 90

9f)Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang

9 APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan
9kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati

9 menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
,aB paling iama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima.
JjSjDalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang

'9 APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan

9 kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.

®) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Jg keputusan Pirnpin3n DPRD dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah.
9) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
9penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31

9 Desember tahun anggaran sebelumnya.
,9) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

9pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati yang menetapkan
9 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

9Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang

9penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

9 ditetapkan.
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BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 91
®|pimpinan dan Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebc
î BKetua' Para Wakil Ketua dan An990ta DPRD yang telah mengucapkan sumpah j«
|Hberdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberikan dalam ranc

' meiaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dene
Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundai

Uundangan yang berlaku.

> •

BAB VII
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 92
jSjBupati dalam meiaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara diberil
Hhak-hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan sesuai dengan Peratu

JHPerundang-undangan yang berlaku.
jSBBupati diberikan biaya penunjang operasional untuk menunjang kegiatan operasio
Wm dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindunc

masyarakat, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan c
jHpersatuan bangsa yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dengan tet
||1memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan kepatutan dan akuntabe

^^ Hak-hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan Peratur
HDaerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

I

-

i

1

BAB VIII
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Asas Umum Peiaksanaan APBD

Pasal 93
Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanac
urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapata
daerah, wajib meiaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peratura
perundang-undangan.



I) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran,
kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan.

!) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap pengeluaran belanja.
Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam
keadaan darurat setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

I) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya diusulkan dalam
rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasl anggaran.

) Kritena keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan
Peraturan perundang-undangan.
Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

10) Pengeluaran anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (9) menggunakan
prinsip hemat, tidak rnewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peratura

^
n

perundang-undangan.

R

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf1
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 94
|) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD

ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan
DPA-SKPD.

3 Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang
hendak dicapai program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran

9 tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang
m diperkirakan.
S) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam)W hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

j Pasal 95
9) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
») DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
PDPA-SKPD digunakan untuk menampung:
m a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;jB b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi

j

I
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9 hasil,belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga;9c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
Pasal 96

J9) TAPD melakukan Verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala <
'9 paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ten
9 Penjabaran APBD.
MBerdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesal9 rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordir
9Pengelolaan Keuangan Daerah.
jnDPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampa

kepada SKPD, satuan kerja Inspektorat Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuar
paiing lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksai

9 anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

9 Paragraf 2
a Anggaran Kas
j Pasai 97

9) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran
S SKPD.
9lRancangan anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampai
S kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD
wPombahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan den
9 pembahasan DPA-SKPD.

;

m Pasal 98
) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengc

9 ketersediaan yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai den<
m rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus I
masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yc

m digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
MMekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam Peratur
9 Bupati.



Ja Bagian Ketiga
• j Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

^ Paragraf 1

J9 Asas Umum

3 Pasal 99
Semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan tidak9 dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

J9) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
J| Paragraf 2

J Pendapatan Daerah
A Pasal 100

Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutanMpendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
m Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas umum
»daerah selambat-lambatnva dalam waktu 1(satu) hari ke^a.
Ip SKPD diiarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam PeraturanA Daerah.

Pasal 101
misi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun
ng dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan,
tar-menukar, nibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
ndapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana
jgaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas
jiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

i

:

Pasal 102
Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada
rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang
terjadi dalam tahun yang sama.
Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

.

Pasal 103
mua pendapatan dana perimbangan dan Iain-lain pendapatan daerah yang sah
tenakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.
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M Bagian Keempat
1 Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

I Pasal 104
jSetiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti

‘1lengkap dan sah.
-®) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh p
'J yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbiM penggunaan bukti dimaksud.
9} Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sel
M rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan <
a lembaran daerah.

fl Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk b<| yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta belanja darurat.
Pasal 105

JPemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan
persetujuan Bupati yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

JUntuk pertanggungjavvaban pelaksanaan APBD, penerima bantuan \
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan ke;

Bupati.

1 1

U Pasal 106
-MDasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam iM untuk mendanai penangguiangan bencana alam, bencana sosial, yangM diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat termasuk pengembalian9 kelebihan penerimaan daerah tahun-tanun sebelumnya yang telah ditutup diteta9 dengan keputusan Bupati.
9) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada D
a paling lambat 1(satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.|

Pasal 107
9) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pU lainriya, wajib me.nyetorkan seluruh penerimaan potongan dan p3jak )
a dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Mei

Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai der
;
j|ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak daerah, wajib menyetoi9 seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas un9 daerah pada bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai bank persepsi atau pos9 dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

;]



'! Bagian Kelima
; Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 108
ia lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan
mbiayaan yang digunakan untuk:
menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada
realisasi belanja;
mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

fakewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
3 Pasal 109
|BPelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b
®didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA

Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
JBUntuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud
Mpsda ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan

kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat
J9 pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

-wJumlah anggaran dalam DPAL-SKPD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian
jjB terhadap:
JB a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbilkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas
IS kegiatan yang bersangkutan;
m b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
m c. SP2D yang belum diuangkan.
9DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan

dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
iPekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran

berkenaan; dan
b. keteriambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian

pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.

1

Paragraf 2
Dana Cadangan

Pasal 110
Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan
pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD.
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®Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiati
Wdiluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukar
acadangan.
l|Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagc

dimaksud pads ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi
m melaksanakan program dan kegiatan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum dae
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah
dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan

Sjtahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan C
tentang pembentukan dana cadangan.
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan

8perintah pemindahbukuan oieh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD selaku BUD.
: Pasal 111

Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan
digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan
portofolio yang memberikan hasii tetap dengan risiko rendah.

aPenerimaan hasii bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan
aportofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangi

Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
g a. deposito;
H b. sertifikat bank Indonesia (SBI);

d. surat perbendaharaan negara (SPN);
e. surat utang negara (SUN); dan
f. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadi
diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainny

!
:

I Paragraf 3
, Investasi

M Pasal 112
glnvestasi awal dan penambahari investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasi

dicatat pada penyertaan modal (investasi) daerah dalam pengeluaran pembiayaan
Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada penji

Mkekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal) dalam penerimaan pembiayaa

i



Paragraf 4
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 113
enerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas
mum daerah.
emerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain,

andapatan daerah dan/atau barang tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
agiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat
ilam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 114
a SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 115
amerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban

.. jfcjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester

Jfehun anggaran berjalan.
‘ijPDsisi kumulatif pinjaman dan kewaiiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada
Bsyat (1) terdiri atas:
Ba. jumlah penerimaan pinjaman;
Bb. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
'MC. sisa pinjaman.

q

Pasal 116
emerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
ang telah jatuh tempo.
pabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahar. APBD tidak mencukupi untuk
ambayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud
)da ayat (1), Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului
irubahan atau setelah perubahan APBD.
ilampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada
3RD dalam pembahasan awal perubahan APBD atau dalam laporan realisasi
iggaran.

Pasal 117
^Bepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau
Bbligasi daerah yang jatuh tempo.
Bembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada belanja bunga

Balam belanja daerah. -
Bembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada belanja bunga

Balam belanja daerah.
Bembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada cicilan pokok utang
Bang jatuh tempo dalam pengeluaran pembiayaan.
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Pasal 118
|HPengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menc
9mengenai:
9 a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk
-9 kebijakan pengendalian resiko;
9 b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
9 t penerbitan obligasi daerah;
9 d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
9 e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
9 f. pelunasan; dan
|i g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder
9 obligasi daerah.

M Paragraf 5
9 Piutang Daerah

j Pasal 119
Bsetiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan keka>

s daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan selurul
,9dengan tepat waktu.
JpPPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan da<
9 yang menjadi tanggung jawab SKPD.

SiPiutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat j;
9 tempo, diselesaikan menurut Peraturan perundang-undangan.

9 Pasal 120

9) Piutang daerah jenis tertentu mempunyai prioritas untuk didahulukan penyelesaiar
9 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9) Jenis piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain piutang p
9 daerah, piutang retribusi daerah, dan piutang daerah lainnya yang diatur tersei
9 dalam Peraturan perundang-undangan.

:

9] Pasal 121
9) Penyelesaian piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dc
9 dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang c
9 penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9) Penyelesaian piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaku
9 dengan cara penghapusan piutang daerah.
jB) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus
9 secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang daerah y,

9 cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan perundang-undangan.



inghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang menyangkut piutang
lerah, ditetapkan oleh:
IBupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00
I(lima milyar rupiah).
Ita cara penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai
Ingan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

bale SKPKD melaksanakan penagihan, menyelesaikan penagihan dan
henatausahakan piutang daerah.
kuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bpala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal 123

spala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Bupati.
jkti-bukti pendukung penyetoran atas penerimaan piutang SKPKD dari pihak ketiga
irus dipisahkan dengan bukti-bukti penerimaan kas atas pendapatan yang ditetapkan
da tahun anggaran berjalan.

ji

m

,.a

* BAB IX

} PERUBAHAN APBD

; Bagian Pertama

% Dasar Perubahan APBD

| Pasal 124

lerubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
Iperkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
I. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

I organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
l, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebeiumnya harus

digunakan dalam tahun berjalan;
U. keadaan darurat; dan
L keadaan luar biasa.
Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran,
tecuali dalam keadaan luar biasa.
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Bagian Kedua

Kebijakan Umum serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 125
jrubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

Iebagaimana dimaksud dalam Pasal 12*4 ayat (1) huruf a dapat berupa terjad
lelampauan atau tidak tercapainya indikator-indikator ekonomi makro dan pol
lokok kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam KUA.
lupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan Al
Iebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedalam rancangan kebijakan urr
lerubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
plain rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan Al
pagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara lengkap penjelasan:

Jli. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
Ji|. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam peruba
.HM APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun angga
JK berjaian.
Hi. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi da
J|s perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai.
jaBil capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dai
Is perubahan APBD apabila meiampaui asumsi KUA.
Jjlpncangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APm$ebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling laml
|Hininggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
JHlbncangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APIsftebagaimana dimaksud pada ayat (4), seteiah dibahas selanjutnya disepakati menj<
|®ebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat ming

jgBiedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
j^Btelam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentai
jjlflsrubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjala

^ftupaya dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didala

^ rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

> Pasal 126
.Hijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepak

gaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dale
;BB kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPf

waktu bersamaan.

i
:

i
i

;
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Pasal 127

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, TAPD
menyiapkan rancangan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD
yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat
diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan kepala SKPD.
Rancangan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria

DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD.
b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah

kepada PPKD;
c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS

perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.
Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati paling iambat minggu
ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 128

jBfccara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) lebih
jut diatur dalam Peraturan Bupati.

] Pasal 129
perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dapat berupa

”peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang
telah ditetapkan semula.a

peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen
peiaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD).
Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek,
dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan
perubahan maupun setelah perubahan.

Bagian Ketiga
fh Pergeseran Anggaran

Pasal 130
Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek
belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam
DPPA-SKPD.
pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat
dilakukan atas persetujuan PPKD.
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Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan i
persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

9] Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis bela
TP dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD ditetapkan.

pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanal
;9 dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai da

pelaksanaan.
Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/ai9 pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ha

m dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubafM APBD.
Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut dia9 dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
•; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya
I Dalam Perubahan APBD

% Pasal 131
9l) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitunoan angga
a (SiLPA) tahun sebelumnya.
WB) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunal
9 dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat
1 huruf c dapat berupa:

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah melampaui angga
yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud daiam P?! 116 ayat (2);

b. melunasi seluruh kewajiban pokok utang dan bunga;
c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijal

pemerintah;
d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 huruf b;
e. mendanai program da.n kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sam

dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; c
f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari ya

telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang da|
diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tah
anggaran berjalan.

I) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk penda.naan pengeluara
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dr
huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

I) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluarai
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terleb
dahulu dalam DPAL-SKPD.

.
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St Penggunaan saldo anggaran leblh tahun sebelumnya untuk mendanal pengeluaran-
Mpengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih
M dahulu dalam RKA-SKPD.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 132
»)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d sekurang-

Hkurar.gnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
ja. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak
m dapat diprediksikan sebelumnya;
« b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
M c. berada diiuar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
M d. memi’liki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan

1 yang disebabkan oleh keadaan darurat.

t

mDalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang
W belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan

I 4 AP3D.
Mj Pendanaan keadaan darurat, yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

W dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
a]Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

« a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja proqram

* dan kegiatan lainnya dalarn tahun anggaran berjaian; dan/atau

9 b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
B)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk kepeduan

:m mendesak.
Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

a mencakup:
9 a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran berjaian;
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan

terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD,
pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

0) Dasar pegeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

JH diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan

t

vS
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H DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
9l) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan dar
W sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan den
9 Peraturan Bupati.

i Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 133
(!) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e adc

keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam AF
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

!) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adc
merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan bela
dalam APBD.

m Pasal 134
|&) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam AP
9 mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dirnaks
9 dalam Pasal 133 ayat (1), maka dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/at
9 penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dal;
9 tahun anggaran berjalan.
9) Penambah3n kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasik
9 terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
B) penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiat
9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformuiasikan terlebih dahulu dalam DPP
9 SKPD.

RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentar
perubahan APBD.

|
;

Pasal 135
I) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APi

mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dirnaks
dalam Pasal 133 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurang
capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjaian.

!) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (
diformuiasikan kedalam DPPA-SKPD.

I) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai das
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

,



Bagian Ketujuh
Penyiapan Ranperda Perubahan APBD

Pasal 136

%

1
RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan

j^dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan
|Mkepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
*Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan

DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan
I^JAPBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah

disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja,
^standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan
kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian

fjdengan ha!-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan
"̂penyempurnaan.

ii
ii

<
Pasal 137

^RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan
'^ dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD,

'disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan

^—dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD dijadikan bahan
: jBpenyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan
fHPeraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD oleh PPKD.

a

Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan APBD

Paragraf 1
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
y

Pasal 138
cangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati
ang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan,
ilja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami

han.pi
Pasal 139

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138 terdiri darl rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta

|lampirannya.
t
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^ Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdi

^jHdari :
fHa. ringkasan perubahan APBD;
§||b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

^ c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisas
•9B pendapatan, belanja dan pembiayaan;

^d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisas
program dan kegiatan;

e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusa
pemerintahan daerah an fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;

uUf. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
"flg. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaiki

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
h. daftar pinjaman daerah.

'
ii

& Pasal 140

.|HRancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimar

JBdimaksud dalam Pasal 138 terdiri dari rancangan Peraturan Bupati tentang penjabarc
perubahan APBD beserta lampirannya.

H (Lampiran rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terd
Mdari:
.SR a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belan

daerah dan pembiayaan daerah; dan
IgS b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan,

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Pasal l̂ i

JBRancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPK
fidisampaikan kepada Bupati.
9Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pad
Sayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
Bsosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaiman
9dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiba
9pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahu
9anggaran yang direncanakan.

9 Paragraf 2

9 Penyampaian, Pembahasan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

^ tentang Perubahan APBD

9 Pasal 142
wBupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang P. APBD besert

9 lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua bulan September tahu

9 anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

5



- )pDalam hal Bupati dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang
9 ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana
1tugas Bupati dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani
Ipersetujuan bersama.

*)Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan

I Daerah tentang P. APBD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun
j anggaran yang bersangkutan berakhir.

*)Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
1disertai dengan nota keuangan Perubahan APBD.

J)Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
] menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran P. APBD.

Pasal 143
jancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P. APBD sebagaimana dimaksud dalam
®sal 142 ayat (5) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
m ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
1 daerah;
j§>. penjabaran P. APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,

'9 kegiatan, kelompok, jeriis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

jf Pasal 144

Jl)Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang P. APBD oleh DPRD sebagaimana
J dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD.

®)Pembahasan Rancangan Peraturan Daeiah ditekankan pada kesesuaian rancangan
9 P.APBD dengan KUA dan PPAS.

*3)Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang P. APBD, DPRD dapat

M meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan terteritu.
»)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen
m persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
J»)Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah

% tentang P. APBD ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama 3 (tlga)
m bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
j 6)Dalam hal Bupati dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang

- ; ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati

| ; dan/atau selaku Pimpinan Sementara DPRD yang menandatangani persetujuan

bersama.
\ 7)Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati

menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P. APBD.

| j B)Hasii pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang P.APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, beserta
dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran P.APBD disampaikan kepada

Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak persetujuan bersama untuk dievaluasi.

!
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.;;E Bagian Kedua
4 Penetapan Peraturan Daerah tentang P. APBD dan
| Peraturan Bupati tentang Penjabaran P. APBD

K Pasal 145
Ipabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
|,APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran P.APBD sudah sesuai

lengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
lupati menetapkan rancangan dimaksud mer.jadi Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima.
plam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
lAPBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran P.APBD tidak sesuai
lengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
lupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
irhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
pputusan Pimpinan DPRD dan menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah.
fenetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang P. APBD dan Peraturan Bupati
pntang penjabaran P. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
embat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
)alam hal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
ejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Bupati yang menetapkan
feraturan Daerah tentang P. APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran P. APBD.
tipati menyampaikan Peraturan Daerah tentang P. APBD dan Peraturan Bupati
intang penjabaran P. APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) nari kerja
itelah ditetapkan.

n

•0*
*1

I

'

:
i

' i
j Paragiaf 3

Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
Pasal 146

FKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan
menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
hraturan Daerah tentang perubahan APBD ditetapkan.
pPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin
lembali kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
baerah (DPPA-SKPD).
balam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek
pndapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau
jiengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang
perbedaan jumlah anggaran sebelum dilakukan perubahan dan setelah dilakukan
jerubahan.
JPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD
erdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan
laerah.

ijj
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I BAB X

f PENGELOLAAN KAS
j Bagian Pertama

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

; Pasal 147
jMlntuk mengelola kas daerah, bendahara umum daerah membuka rekening kas umum
fBdaerah pada bank yang sehat.
> Jj
/ wenunjukan bank sebagai penempatan rekening kas umum daerah sebagaimana
? jBdimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan
: Itepada DPRD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non

anggaran

Pasal 148
Igelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang
|k mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.

Pasal 149
' aJRanisme dan tata cara pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana
jSaksud dalam Pasal 147 dan pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud
;piPasal 148 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

i
T .3

BAB XI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

I
g Pasal 150

;’fl Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/
‘9 pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai

uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyele.nggarakan penatausahaan sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan
dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas
pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang
timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

;

5;
i
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Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 151
| Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengg

barang;
c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
d. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
e. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
f. bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
g. bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluc

pembantu; dan
h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ku
pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan ses
dengan kebutuhan.

! Bupati mendelegasikan kepada kepala SKPD untuk menetapkan pejabat lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam rangka pelaksanaan APBD.
Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf h mencakup:
a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuan

pada SKPD;
b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungi

pendapatan daerah;
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan b

penerimaan lainnya yang sah;
e. pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian den

pihak ketiga yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran APBD;
Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakul
sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

i]

!

,

I

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 152
) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah y
ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

( Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas un
daerah paling lambat 1(satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga



‘ Was pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi
wansportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagalmana

Jlimaksud ayat (2) ditetapkan Peraturan Bupati;
«Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh

jlenerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya ;

JiBendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang

jdalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada

(bank atau giro pos;

Jendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan

Juang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan
Jpertanggungjawaban penerimaan.
m Pasal 153
S>alam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis

Ji/ajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsong

Sada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan
‘Jpbagian tugas dan fungsi bendanara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara

BBendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seiuruh penerimaan ke rekening

Mas umum daerah paling lambat l (satu) hari kerja'setelan penerimaan uang dari

fjjpihak ketiga._.~s pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi

iSransfortasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana

Sdimaksud ayat (2) ditetapkan Peraturan Bupati;

Jpendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap

jjseluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung

Jiawabnya.
dahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

ilpenerimaan kepada bendahara penerimaan.
Pasal 154

Bupati dapat msnunjuk bank pemerintah atau kantor pos yang bertugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
Bank pemerintah atau kantor pos wajib menyampaikan iaporan pertanggungjawaban

penerimaan kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD.
Pasal 155

fcanisme dan tatacara penatausahaan penerimaan kas diatur dalam Peraturan Bupati.

;

:
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Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf 1
Penyediaan Dana

Pasal 156
Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD
Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan perbulan,
pertriwulan atau persemesteran sesuai dengan ketersediaan dana.

4

Paragraf 2
Permintaan Pembayaran

Pasal 157
Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

ISPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
Ia.SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
Ib.SPP Ganti Uang (SPP-GU);
J c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
Id.SPP Langsung (SPP-LS).
9SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh
.1bendahara pengeluaran kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggarar

melalui PPK-SKPD.
PPK-SKPD meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS sebagaimans
dimaksusd pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

!

) Paragraf 3
Perintah Membayar

Pasal 158

j IDalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
' ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggarar

menerbitkan SPM.
|Dalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasc
pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU,SPM-LS.

| SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksu
pada ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

:

i
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Paragraf 4
Pencairan Dana

| Pasal 159

j»uasa BUD meneliti kelengkapan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS yang diajukan
Jweh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan
jpdak melampaui pagu dan memenuhi kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam

sraturan perundang-undangan.
alam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
ilam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut
jlampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

U

Paragraf 5
Pertanggungjawaban Penpgunaan Dana

Pasal 160

jpendanara pengeluaran vvajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang
ediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD

,;-jHnela!ui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
|> jtelam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-
®KPD berkewajiban:

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan
II bukti-bukti pengeiuar3n yang dilampirkan;
,jg b. menauji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang

tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
:||c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan

d menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode
jfl sebelumnya.
rSlIntuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhlr tahun anggaran,
pBpertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat
Lwanggal 31 Desember.

j

1

Pasal 161
iguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran minimal sekali dalam 3 (tiga)

Pasal 162
lisme dan tatacara penatausahaan pengeluaran kas diatur lebih lanjut dengan
iran Bupati.
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BAB XII
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Sistem Akuntansi

Pasal 163
jjjjlntitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi

;merintahan daerah.
stem akuntansi pemerintaha.n daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih
ijut diatur dengan Peraturan Bupati.

t# istem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
- nemuat serangkaian prosedur mulai dari proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai

tengan pelaporan keuangan entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi dalam
angka pertanggungjawaban pelaksanaan ARBD yang dapat dilakukan secara manual

I taupun menggunakan aplikasi komputer.
| ntitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan
| euangan yang meliputi:

| i. laporan realisasi anggaran;
| i neraca;
1 t. laporan arus kas; dan
l L catatan atas laporan keuangan.

:•>|
5 ntitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan
} ang meliputi:
% , laporan reaiisasi anggaran;
I neraca; dan
; , catatan atas laporan keuangan.
; istem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
j Sselenggarakan pada SKPD dan SKPKD.
I istem akuntansi Pemerintahan daerah pada SKPD sebagaimana dimaksud pada

•vi yat (6) dilaksanakan oleh PPK-SKPD
'1 istem akuntansi pemerintahan daerah pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat

• llaksanakan oleh PPKD.
' istem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun

sngan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi
smerintahan.

Q

Hf

!

Pasal 164
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah
menetapkan kode rekening untuk menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran.
Kode rekening untuK menyusun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari kode rekening aset, kode rekening kewajiban, dan kode rekening ekuitas dana.
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de rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
da ayat (1) terdiri dari kode rekening pendapatan, kode rekening belanja, dan
de rekening pembiayaan.
de rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan
pentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/negara.

Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi

Pasal 165
pati menetapkan kebijakan akuntansi untuk dijadikan dasar pengakuan,
igukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan
mbiayaan serta bentuk pelaporannya.
bijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan

|keuangan; dan
prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

bijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
rpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Laporan Pealisasi Semester Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 166
pala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan
anja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
xrran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6
lam) bulan berikutnya.

boran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPD dan
ampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan

filisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis
jtuk 6 (enam) bulan berikutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
mester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
jabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama
ggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan
rikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD penyusunan laporan
alisasi semester pertama APBD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
lambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran
rkenaan berakhir.
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Pasal 167

i PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk
(enam) bulan berikutnya dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisa
semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk
(enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) palir
lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepac
Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bula
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati palin
lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebag

, laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulc
berikutnya.

] Laporan realisasi semester pertama APBD d3n prognosis untuk 6 (enam) bule
l berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD palir

lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
Bagian Kedua

Laporan Tahunan
Pasal 168

PPK-SKPD menyusun laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan da
disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebaga! lapora
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK
sebagai dasar penvusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasa! 169

[ Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (
disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahi
anggaran berakhir.

s |Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejab
pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yar

: mer.jadi tanggung jawabnya.
s ) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca; dan
c. catatan atas laporan keuangan.

| Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan sur
pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabn
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai d.
standar akuntansi pemerintahan.

I

;

I
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Pasal 170
PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkar
laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3]
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

| Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaar
keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

| Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca;
c. laporan arus kas; dan
d. catatan atas laporan keuangan.

) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

i Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan surat pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 171
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dan ayat (4)
disampaikan kepada SPK selambat-iambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

5 Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diseiesaikan selambat-iambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan
dari pemerintah daerah.

lApabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan Bupati, Bupati dapat
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD.

Pasal 172
ipati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan
:nerintah kabupaten berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

:
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Bagian Ketiga
Penyampaian, Pembahasan dan Evaluasi Ranperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 173
Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawa'pelaksanaan APBD beserta lampirannya kepada DPRD berupa laporan keuangan y.
teiah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bi
setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurang
meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas lapc
keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuan>

badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 174

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksar
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) disesuaikan dengan tata tr
DPRD.
Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawc
peiaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang teiah disetujui bers
oieh DPRD dan Bupati, beserta dengan Rancangan Peraturan Bupati tenl
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gube
paling iama 3 (tiga) hari kerja sejak persetujuan bersama untuk dievaluasi.
Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi der
iampiran terdiri dari:
a. rinokasan laporan realisasi anggaran;
b. penjabaran laporan reaiisasi anggaran;

Bagian Keempat
Penetapan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 175
Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah ten
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati ten

’ penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentir
1 umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetai

< rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati paling Ian
(tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima.



!) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

BAB XIV
PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama
Pengendalian Defisit APBD

Pasa! 176
) Dalam hai APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk
menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

; 5 Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila jumlah pendapatan
tidak cukup untuk menutup iumlah belanja dalam satu tahun anggaran.

- 1 Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditutup dengan pembiayaan neto,
Pasal 177

: etas maksimal defisit APBD berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD

Pasal 178
; jDalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaannya dalam Peraturan

Daerah tentang APBD.
J Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang dan/atau
pembentukan dana cadangan.

;
.

I
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BAB XV
PENGENDALIAN DAN PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pengendalian Intern

Pasal 179
;)alam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
t euar.gan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern
11lingkungan pemerintahan daerah.
|'engendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang

•I lirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan
tiemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, eflsiensi dan
: ifektivitas peiaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya Peraturan perundang-
mdangan.

. tengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
! nemenuhi kriteria sebagai berikut: c

i. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
'1; >. terselenggaranya penilaian risiko;

~ii i terselenggaranya aktivitas pengendalian;
.ji. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi;
J®. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
jlrenyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

•^erpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 180
eriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BP
Bi dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

1
'

f;
-?
t

I
4

:•<
BAB XVI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 181

etiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum ata
elalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundanc
ndangan.
tendahara, PNS bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannv
lelanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secai
ingsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

1



1 BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 182
#turan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

I

Jrah yang telah ada sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan
Jrah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 183
elum ditetapkan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dokumen
jncanaan berpedoman kepada rencana strategis Kabupaten Dairi Tahun 2004-2009.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 184'

jigan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairifnor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
erah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 185
6turan Daerah ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.
f setiap crang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah iniJan penempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

I

i
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMORO^TAHUN 2008

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I . PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Peinerintah Daerah sebagaiman
; telah ditetapkan dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan
Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Perimbangan Keuangan antar
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antai
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daera
yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu systei
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimar
dimaksud merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan negara da

- merupakan elemen pokok dalam nenyeienggaraan pemerintah daerah.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistej

pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistej

pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan Keuangan Daerah ju§
merupakan sub-sistem yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor f
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peratun
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolat
(Ceuangan Daerah. Melalui pengaturan tersebut diharapkan terdap
;eseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusit
:ewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yar

, ebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara optim
sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengt
ml tersebut sudah barang tentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak ham
lapat dilihat dari berapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan dz
’emerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus juga diimbangi dengan sejai
nana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mami
nemberikan nuansa menajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transpara
jartisipatip dan bertanggungjawab.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peratun
pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) ds
berbagai peraturan perundang- undang tersebut diatas yang bertujuan ag



'

.emudahkan dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam

merapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan
jrencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan
aerali.
erdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok -pokok
uatan Peraturan Daerah ini mencakup:

Percncanaan dan Penganggaran

jngaiuran pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan
PBD Kabupaten Dairi semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar
dakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum,

kala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan

elibatkan partisipasi masvarakat. Oleh karenanya dalam proses dan

ekanisme penyusunan APBD Kabupaten Dairi yang diatur dalam

:raturan daerah ini akan memperjelas siapa bertanggungjawab apa sebagai
[ndasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di-
itemal eksekutif itu sendiri.
jokumen penyusunan anggaran yang aisampaikan oleh masing - masing

tuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) yang disusun dalam format Rencana
erja dan Anggaran ( RKA ) SKPD harus betul - betul dapat menyajikan

Iformasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran

jiggaran ( beban kerja dan harga satuan ) dengan manfaat dan hasil yang ingin

capai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
jeh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna

ihwa setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk bertanggungjawab
;as hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

iPBD Kabupaten Dairi merupakan instrumsn yang akan menjamin

jrciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan
;:bijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD
abupaten Dairi dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar,
aka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengeloalaan

iggaran daerah yang inengatur antara lain prosedur dan teknis
nganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Sclain itu dalam
ngka disiplin anggaran maka penyusunana anggaran baik "Pendapatan"

aupun "Belanja" juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang

elandasinya apakah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
enteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati. Oleh karena itu dalam
oses penyusunan APBD Kabupaten Dairi mengikuti prosedur adminsitratif
ing ditetapkan.
;berapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam

:nyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang

rencanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat



dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yai

dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggar

pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedian

peneriinaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanak

kegiatiin yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dal;

A.PBD Perubahan APBD Kabupaten Dairi; (3) Semua penerimaan c

pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan ha

dimasukan dalam APBD Kabupaten Dairi dan dilakukan melalui rekening I
Umum Daerah.
Pendapatan daerah ( langsung ) pada hakekatnya diproleh melalui mekanis
pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada selu:

masyarakat. Kcadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prin
kewajaran "horizontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kevvaja

horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam po.

yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vert?

dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk memba^
artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tin
diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbang!
kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi t;

secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Seiain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah haius mengalokasil
belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh selui
kelornpok masyarakai tanpa diskriminasi, khususnya dalam pember
pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan ting
efesiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran pe
diperhatikan (1 ) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manft
serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegia
dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan daerah ini dal
keterkaitan antara kebijakan ( policy ), perencanaan ( planning ) denj
penganggaran (budgeting) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, a.

isinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbull-
itumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pu

|dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.
jProses penyusunan APBD Kabupaten Dairi pada dasarnya bertujuan uni

menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersec
jmengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah c
jmempersiapkan kondisi bagi pelaksaan pengeloalaan anggaran secara baik.

jOleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting a/
dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijak.
anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarl*

;

I
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secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi
utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam
perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk
mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal disuatu negara.
Penyusunan APBD Kabupaten Dairi diawali dengan penyampaian kebijakan
umum APBD Kabupaten Dairi sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD Kabupaten Dairi kepada DPRD
Kabupaten Dairi untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD
Kabupaten Dairi. Berdasarkan kebijakan umum APBD Kabupaten Dairi yang
telah disepakati dengan DPRD Kabupaten Dairi, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dairi bersama dengan DPRD Kabupaten Dairi membahas prioritas dan plafon
anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat
Daeral :.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
(RKA - SKPD ) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan beianja untuk tahun
berikuinya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan
Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD Kabupaten Dairi untuk
dibahas tlalarn pembicanaan pendahuluan RAPBD Kabupaten Dairi. Hasil

pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola Keuangan daerah
sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Dairi.

Proses; selanjutnya Pemerintah Daeah Kabupaten Dairi mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah lentang APBD Kabupaten Dairi disertai
penjelasan dari dokumen - dokumen pendukungnya kepada DPRD Kabupaten
Dairi untuk dibahas dan disetujui. APBD Kabupaten Dairi yang disetujui DPRD
Kabupaten Dairi ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,

tegialan, dan jenis beianja. Jika DPRD Kabupaten Dairi tidak menyetujui

Rancangan Perda APBD Kabupaten Dairi, untuk membiayai keperluan setiap
bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi -
lingginya sebesar angka APBD Kabupaten Dairi tahun anggaran sebelumnya

dengan prioritas untuk beianja yang mengikat dan wajib.

1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Bupati Dairi selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kabupaten Dairi adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan

Keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola Keuangan

daerali dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat
pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan

langgungjawab terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk

?



lendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan t
fpemerintahan.
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk d
nenghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal $
;epeniingan masyarakat.
Perubahan APBD Kabupaten Dairi dimungkinkan jika terjadi perkembar
fang lidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Kabupaten D
erdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pe-rgeseran angg;

intar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta tei
ceadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya h.

Higunnkan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan . Selain itu da
; keadaan darurat Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dapat mslaku
Pengeluaran yang beium tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusit
Jdalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Dairi dan/atau disampa:

jdalam Laporan Realisasi Anggaran.

'Be’oerapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Pemerintah Kabup
pairi adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besai
|pejabat pelaksana anggaran, system pengawasan pengeluaran dan syi

Jpembayaran, manajemen k.as dan perencanaan Keuangan, pengelolaan piu
*dan lining. pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah. larai
Ipenyitaan uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai neg
|daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten D

Jserta akuntansi dan pelaporan.
fSehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten E
jjdiperidas posisi satuan kerja perangkai daerah sebagai instansi pengg

^anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Peraturan Pemerii
jfCabupaten Dairi juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuan
Oaerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fill
Iperbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daera

Ifamun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bemilai k
Jcngan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pe.ngguna anggaran. Pemeg
gas kecil harus bertanggungjawab mengelola dana yang jumlahnya 1<

jlibatasi yang dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Dairi dikenal seb
Penda i

•Berkaitan dengan system pengeluaran dan system pembayaran, dalam
jneningkaikan pertangungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja peranj

laerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengun
Pdministratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam :

gewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fui
penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah.

i

perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh prt

;

iara .
ran
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pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang
kewenangan kompartabel, check and balance mungkin dapat terbangun
melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui
pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan
spesiilkasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan
perundang -undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola
dengan benar.
Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada
satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kasa secara
periociik Jiarus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit
penerimaan dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani
perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah melakukan
antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan
sebaliknya melakukan rencana untuk mcnghasilkan pendapatan tambahan
dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum
digunnkan periode jangka pendek.
3. Per.anggungjawaban Keuangan Daerah
Pengn . uran bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk
menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dairi wajib menyampaikan pertanggungiawaban berupa (1) Laporan Realisasi
Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan
keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintanan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui
DPRD Kabupaten Dairi, laporan keuangan perlu diberikan terlebih dahulu
olehBl’K.
Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fimgsi manajemen keuangan
iaerah . Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 tahun
1004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan pengelolaan
teuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstem.
Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan
manciemen UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan
pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor
|ang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang
|erlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

fLewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya
Jerhadap standar akuntasi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstem oleh
$PKjuga dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah

l
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daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah.
Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas terhadap berba
undang - undang tersebut diatas, maka pengelolaan keuangan daerah y
diatui dalam peraturan daerah ini besifat umum dan lebih menekan
kepatla hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum da
penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan
pertanggungjawaban keuangan daerah.
Peraturan Daerah tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
disusun sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten T
untuk mengganti ketentuan dan peraturan yang selama ini digunakan. M
yang liatur dalam Peraturan Daerah ini berupa ketentuan - ketentuan pc
pengciolaan Keuangan Daerah yang antara lain mencakup penyusu
pelaksanaan,
pertaiiggunejawaban Keuangan Daerah. Sedang sistem dan pros
pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih rinci dan operasional diatur dei
Peraturan Bupati Dairi.

U. PI 'UELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal

J.

'

penatausahaan, pelaporan, pengawasan

Cukup jelas.
Pasal

Cukup jelas.
Pasal

Cukup jeias.
Pasal

ayat ( i )
- yang dimaksud secara tertib adalah keuangan daerah dik

secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan t
bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- yang dimaksud dengan taat adalah pengelolaan keuangan d;

harus berpedoman pada paraturan perundang-undangan.
- yang dimaksud dengan ciisien adalah merupakan pencaj

keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu
penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertei

- yang dimaksud dengan ekonomis adalah perolehan mas
dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga
terendah.

- yang dimaksud dengan efektif adalah pencapaian hasil pre
dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan
membandingkan keluaran dengan hasil.

- yang dimaksud dengan transparan adalah merupakan pj
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengc
dan mdndapatkan akses informasi seluas-luasnya te

1
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keuangan daerah.
yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah merupakan
penvujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung-jawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.
yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan distribusi
kewenangan dan pendanaannya dan./atau keseimbangan distribusi
hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
yang dimaksud dengan kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap
yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
yang dimaksud dengan manfaat adalah keuangan daerah
diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal : >

ayat ( 1 )

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.
s ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal ( )

ayat (1 )f
Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Hurul a.
Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan
melaksanakan Kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan
APBD
daerah, PPKJD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.anggotanya terdiri dari pejabat perencanayang

Hurul'b
Cukup jelas.



Huruf c
Cukupjelas.
Huruf d
Cukupjelas.

Huruf e
Cukupjelas.

:iyat (4)
Cukupjelas.

>asal 7
Cukupjelas.

Jasal X
Cukupjelas.

>asal
Cukupjelas.

?asal ' 0
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukupjelas.

Huruf c
Cukupjelas

Huruf d
Cukupjelas.

Huruf e
Cukupjelas.

Huruf f
Cukupjelas.

j

I:
Huruf g
Cukupjelas.. i

1
Huruf h
Cukupjelas.



Hurul' i
Utang piutang adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari
pelaksanaan DPA -SKPD

Hurufj

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Hum!' m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

I
Pasal 1 l

ayat (1)

Kepaia unit kerja misalnya Sekretaris, Kepala Bagian pada Sekretariat
Daera h/Sekretariat Dewan, Kepala Bidang pada Badan/Dinas, Kepala
Seksi pada Kantor dan Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi pada
Kecamatan

[

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

[



>asal 12

ayat (1)

Penunjukan PPTK harus melalui usulan atasan langsung ys
bersangkutan.

a.yat (2)

Cukup jelas.
ayat (3)

Cukup jelas.
ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang menca
dokuinen adminisirasi kegiatan maupun dokumen administ
terka - t dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan se.
dengan ketentuan perunaang - undangan.

: vat (6)
Cukup jelas.

f
Pasal 13

Cukup jelas.
i Pasal 14

Cukup jelas.

’asal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 1 7
Cukup jelas.

’asal 18
* Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.



Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekuitas dana" adalah selisih antara asset
dengan kewajiban jangka pendek.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas!

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 23|
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Dalani penerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan secara
politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 3 l
Cukup jelas.!

1
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Pasal 32
Jiyat (1)

Yang dimaksud dengan "urusan wajib" adalah urusan yang sang
mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepac
masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan melipi
urusan pemerintahan yag secara nyata ada dan berpotensi unti
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondi.
kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, anta
lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutana
dan pariwisata.I

ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 33

Klasitikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan fungs
fungsi utama peinerinta.b daerah didalam memberikan pe[ayaru
kepada masyarakat.

Pasal 3 1
Yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan daerah sepei
DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretari
DPRJ.;. Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Keluraha;

Pasal 3 ^
i;yat (1)

Urusan pemerintahan adalah urusan yang bersifat wajib dan urus
yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan pemerint
kabupaten/kota.

ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.



Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 4 !

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 4.5

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.

f Pasal 4'7
I

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 5 1

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

| Pasal 5.3
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas



Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

J Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 6 :

Basil kekavaan daerah yang dapat dipisahkan berupa hasil penju
perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan asset r
pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga,
hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 62
Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah adalah peneri:
obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun angg
berkenaan .

i

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

. 4



Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 75
avat ( l )

f Yang dimaksud dengan mengacu adalah untuk tercapainya
sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.:

r
ayat (2):

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
! Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
/ Pasal 78
j Cukup jelas.i

IPasal 79
•;

Cukup jelas.i
>

!



Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 8''
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
•: Cukup jelas.

Pasal 9!
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.



Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98

Cukup jelas.
Pasal 99

aval ( 1 )

Yang dimaksud dengan rekening kas uraum daerah adalah tempat
penyirapanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh Bupati.
Ketentuan ini dikecuaJikan terhadap penerimaan yang telah diatur
dengan peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.

ayat (2)
Cukup jelas.

:
:

:

f Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

i Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
ayat ( l )

Cukup jelas.
ayal (2)

Cukup jelas.
ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124

ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Huruf d
Cukup jelas



ayat (4)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat ad;

belanja yang dibutuhkan secara terns menerus dan harus dialokasi
oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperl
setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sej

belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Yang dimaksud der
belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjamir
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyar
antara lain : pendidikan dan kesehatan; dan/'atau melaksam
kewajiban kepada pihak ketiga.

f Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasa!109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113

JjPasal 114
Cukup jelas.

I Cukup jelas.

IPasal 115

* Cukup jelas.
i

i •



Huruf e
Cukupjelas

Pasal 125
Cukupjelas.
Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukupjelas.
Pasal 131
Cukupjelas.
Pasal 132
Cukupjelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukupjelas.
Pasal 135
Cukupjelas.
Pasal 136
Cukupjelas.
Pasal 137
Cukupjelas.

\
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Pasal 138

Cukup jelas.
Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.1

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

iPasal 150
Cukup jelas.

i Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152r.
Cukup jelas.

• '
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Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

| Pasal 15S
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasa! 16!

Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
ayat ( 1 )

Cukup jelas.
ayat (2)

Cukup jelas.
ayat (3)

Srstem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur
mulai dari pengumpulan data, pencataatan, pengikhtisaran, dan


